SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR7 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 86
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

a.

1

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa guna ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun
2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 560);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 63);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 86),
diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1) Penjabat Kepala Desa diberikan Penghasilan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari :
a. tunjangan penghasilan yang berasal dari pengelolaan
tanah bengkok sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
b. lain-lain pendapatan yang sah seperti honor melalui
APBDesa.



(3) Penghasilan tetap bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil hanya diperoleh dari APBD sebagai
pendapatan PNS.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Januari 2017
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagidn Hukum,

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197500311 199903 1009



